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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadakan dan 

dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam praktiknya, kekuasaan 

negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih, bertanggung jawab 

untuk memperhatikan kehendak dan kepentingan rakyat.1 Demokrasi di 

Indonesia bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan 

politik dan hukum karena demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan 

berdasarkan pada nilai kebebasan, kesetaraan dan keadilan.2 Demokrasi di 

Indonesia hanya bisa berfungsi jika ada pluralisme politik dan partisipasi 

aktif dari warga negara dalam kesempatan yang setara untuk menyampaikan 

aspirasi dan mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai saluran, 

salah satunya adalah partai politik. Partai politik dalam konteks ini menjadi 

instrumen penting untuk mengakomodasi pluralisme tersebut dan 

memastikan bahwa berbagai suara dalam masyarakat dapat diartikulasikan 

dan diwakili secara efektif dalam proses politik.3 

Konsep demokrasi yang partisipatif adalah bentuk demokrasi 

dimana partisipasi aktif dari masyarakat menjadi inti dan pusat dari sistem 

 
1 Elpi Lutpiani. Demokrasi menurut Hans Kelsen, implementasi demokrasi di 

Indonesia https://osf.io/preprints/hzvm9/ diakses pada tanggal 11 September 2024. 
2 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta : 

Konstitusi Press 2005. 
3 Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics. (New Haven: Yale University Press, 

1989), hal 23-45. 

https://osf.io/preprints/hzvm9/
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politik. Demokrasi partisipatif merupakan demokrasi yang menekankan 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, terlibat bukan hanya 

disaat pemilihan umum, namun juga terlibat dalam pengambilan keputusan 

sehari-hari. Demokrasi partisipatif bisa memperkuat rasa kebersamaan 

sosial dan meningkatkan kontrol publik atas keputusan pemerintah. Lebih 

dari itu, keterlibatan aktif dalam proses politik dapat membuat masyarakat 

lebih memahami bagaimana keputusan diambil yang pada gilirannya 

membuat mereka lebih bertanggung jawab dan sadar secara politik.4 

Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi termasuk partai politik 

adalah kunci untuk menjaga demokrasi tetap sehat.5 

             Penting untuk memahami pilar-pilar demokrasi yang terdapat pada 

prinsip good governance yaitu transparan, jaminan hak asasi manusia dan 

partisipasi politik aktif  masyarakat.6 Pada kerangka ini, partai politik harus 

transparan, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat serta 

berkontribusi terhadap mendidik dan memberdayakan masyarakat agar 

dapat berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi. Fungsi partai politik 

dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mengagregasikan kepentingan 

dan nilai serta mengarahkan pembuatan kebijakan yang mencerminkan 

 
4 Pateman, Carole. Participation and Democratic Theory. Cambridge University 

Press, 1970. 
5 Jonathan Tepperman & Robert D. Putnam, "Democracy in Decline? A 

Conversation with Robert Putnam and Jonathan Tepperman," Foreign Affairs, vol. 94, no. 

4 (2015), 2-15. 
6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta : 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006. 
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aspirasi rakyat.7 Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai 

bentuk suatu perwujudan dari demokrasi dan menjadi landasan dalam 

menjalankan pemerintahan yang baik.8 

Di Indonesia, partai politik diakui sebagai institusi yang sangat 

penting karena tanpa adanya partai politik mengakibatkan terhambatnya 

proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa "tidak ada 

demokrasi tanpa partai politik" yang sering dikemukakan dalam diskusi 

politik Indonesia.9 Peran vital partai politik sebagai penjaga demokrasi 

dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif yang berpotensi 

otoriter. Namun, jika partai politik kehilangan independensinya dan menjadi 

alat bagi kepentingan individu atau kelompok tertentu sehingga dapat 

berdampak pada kemunduran demokrasi.10 Seperti partai politik lebih 

berfokus pada bagaimana untuk bisa terus berbagi kekuasaan daripada 

bagaimana untuk memajukan kepentingan masyarakat. Akibatnya, proses 

pembuatan kebijakan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan publik 

 
7 Umi Zuhriyah (2023). Apa Peran Partai Politik bagi Demokrasi di 

Indonesia.Tirto.id.https://tirto.id/peran-partai-politik-dalam-sistem-demokrasi-di 

indonesia-gRqh diakses  pada 2 September 2024. 
8 N. Jaqualin, Partisipasi Masyarakat Demokrasi mendasarkan pada prinsip 

persamaan setiap warga negara (2016) https://ejournal.uajy.ac.id/10455/3/2MIH02173.pdf 

diakses pada 2 September 2024. 
9 Athiyyatul Mufidah, Abdullah Syarofi , Hubungan antara demokrasi partai 

politik dalam Pemilihan umum di indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik) The 

Republic: Journal of Constitutional Law Vol. 01 No. 02 April 2024. 
10 Steven Levitsky dan  Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati. Jakarta, PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal 102-130. 

https://tirto.id/peran-partai-politik-dalam-sistem-demokrasi-di%20indonesia-gRqh
https://tirto.id/peran-partai-politik-dalam-sistem-demokrasi-di%20indonesia-gRqh
https://ejournal.uajy.ac.id/10455/3/2MIH02173.pdf
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karena kebijakan-kebijakan cenderung dirancang untuk menjaga 

kepentingan elite politik.11     

Independensi partai politik mendorong inklusivitas, di mana 

berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat yang biasanya 

terpinggirkan dapat merasa lebih diterima dan didengar. Ini memperluas 

basis partisipasi yang memungkinkan lebih banyak warga untuk terlibat 

dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, musyawarah publik 

atau bentuk partisipasi lainnya. Partai politik harus menjaga 

independensinya dari intervensi pemerintah dalam urusan internal partai. 

Negara hanya boleh mengatur hal-hal teknis terkait partai politik, tidak 

boleh mengatur kehidupan keseharian partai.12 Partai politik harus berperan 

aktif dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai 

tujuan demokratis. Hal ini meliputi pengorganisasian setiap unit dan sumber 

daya politik untuk sukses dalam aspirasi dan perjuangan politik.13 

              Pengaturan yang baik mengenai independensi partai politik dapat 

mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi. Namun di 

Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah adanya dominasi kepentingan 

elit dalam partai yang dapat mengurangi efektivitas peran partai dalam 

 
              11 Ambardi, Kuskridho. Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem 

Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, 

hal 91-115. 
12 Zainal Arifin Mochtar, Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik 

dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia jurnal hukum ius quia 

iustum, 2024, hal 219-242. https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/60, 

diakses pada 3 September 2024. 

              13 Firmanzah. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi 

Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2018. 

https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/60
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mewakili suara rakyat.14 Pengaturan hukum yang mendukung independensi 

partai politik adalah elemen kunci dalam memperkuat demokrasi 

partisipatif. Pengaturan ini berfungsi untuk memastikan bahwa partai politik 

dapat beroperasi tanpa tekanan eksternal, seperti dari pemerintah ataupun 

kepentingan kelompok, hal ini harus diperhatikan dalam menjaga 

kredibilitas partai politik sebagai representasi rakyat. 

 Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilihan umum 

dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih 

anggota DPR, DPRD dan Presiden. Hal ini menjadi dasar hukum penting 

dalam memastikan bahwa partai politik dapat berfungsi secara independen 

dalam proses pemilihan umum yang diatur juga pada pasal 28 yang 

menjamin hak untuk berorganisasi dan berkumpul yang mencakup hak 

partai politik untuk beroperasi secara independen tanpa tekanan eksternal.15 

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik di Indonesia, mengatur berbagai aspek 

terkait fungsi, peran, pendirian, struktur organisasi, pendanaan dan 

pengawasan. Pengaturan guna dalam menjaga integritas partai politik dan 

memastikan bahwa mereka dapat berfungsi secara demokratis.16 Larangan 

 
14 Zainuddin, Arifin. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik". Jurnal Hukum 

dan Politik, 12(2), 2023, hal 154-161, https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60, diakses 

pada 5 September 2024. 

15 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diakses 

https://www.dpr.go.id/. diakses pada 10 September 2024. 
16  Dimuat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.  

https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60
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terhadap intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keberadaan 

dan kinerja partai politik juga diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2008,17  

Indonesia telah mengalami banyak hal dalam proses demokrasi, 

tentunya masih banyak pekerjaan dalam menghadapi paradoks dan ironi 

yang ada. Partai politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam 

mempertahankan independensinya terutama dalam menciptakan sistem 

politik yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan bukan hanya 

mempertahankan kepentingan elite.18 Pada situasi ini timbul tekanan yang 

dapat mengakibatkan partai politik menjadi lebih cenderung mendukung 

kebijakan yang menguntungkan kelompok elite meskipun kebijakan 

tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, partai 

politik kehilangan otonominya dan tidak lagi dapat mewakili aspirasi 

masyarakat dengan baik. 

 Salah satu contoh nyata dari kurangnya independensi partai 

pengusung seperti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia telah 

dipengaruhi oleh intervensi elite politik yang memiliki kekuasaan di tingkat 

nasional atau lokal. Contoh lainnya ketika calon yang didukung oleh elite 

politik mendapatkan dukungan partai meskipun tidak memiliki dukungan 

kuat dari masyarakat. Akibatnya, calon yang terpilih cenderung menjadi alat 

 
17 Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai 

Politik.  
18 Aspinall, Edward. Indonesia: The Irony of Victory. In Problems of 

Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society, Edward Aspinall and 

Marcus Mietzner, 2010, Institute of Southeast Asian Studies.  
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bagi elite tersebut dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya lebih 

mencerminkan kepentingan elite daripada aspirasi rakyat. Ini menurunkan 

kontribusi masyarakat dalam proses politik karena masyarakat melihat 

suaranya tidak memiliki dampak nyata. 

Kurangnya independensi partai politik menyebabkan terlalu 

dominannya kekuasaan oleh segelintir individu atau kelompok sehingga 

kita melihat partai mana sekarang yang tidak tersandera kekuasaan.19 Hal 

ini dapat membuat masyarakat kurang terlibat dalam proses politik dan 

mengurangi keberpihakan demokrasi pada kepentingan rakyat. Masyarakat 

menjadi semakin skeptis terhadap partai politik dan proses demokrasi secara 

keseluruhan, karena masyarakat merasa suara mereka diabaikan dan 

kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada masyarakat. Demokrasi 

partisipatif bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Ketika partai 

politik kehilangan independensi sehingga berpotensi merusak demokrasi itu 

sendiri karena keputusan politik semakin dipisahkan dari kebutuhan dan 

aspirasi rakyat.20 

Ketika independensi partai politik mulai terkikis oleh kepentingan-

kepentingan elit, demokrasi partisipatif yang sejatinya menjadi harapan 

rakyat perlahan terancam kehilangan maknanya. Oleh karena itu, 

 
19 Statement Anies Baswedan pada podcast Najwa Shihab (2024, 1 September) 

Anies Baswedan dan Drama pilkada. Mata Najwa, Youtube 

https://youtu.be/ywOTgyabiiY?si=LVp0ma5J2xdbHenv. di akses pada 10 September 

2024. 
20 Fahum UMSU (2020) Dalam penelitian "Implementasi Pendidikan Politik oleh 

Partai Politik”, https://repository.unissula.ac.id/30470/2/30301900288_fullpdf.pdf diakses 

pada 9 September 2024. 

https://youtu.be/ywOTgyabiiY?si=LVp0ma5J2xdbHenv
https://repository.unissula.ac.id/30470/2/30301900288_fullpdf.pdf
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pengaturan mengenai independensi partai politik menjadi krusial untuk 

dikaji lebih mendalam guna memastikan bahwa demokrasi yang dibangun 

adalah demokrasi yang benar-benar representatif dan partisipatif. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai bagaimana pengaturan yang ada mempengaruhi independensi 

partai politik serta mengidentifikasi kebutuhan reformasi hukum yang dapat 

memperkuat kredibilitas partai politik sebagai pilar demokrasi yang sejati.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah 

yang akan dikemukakan melalui penulisan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan 

independensi partai politik?  

2. Bagaimana pengaturan independensi partai politik terhadap partisipasi 

masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Mengetahui pengaturan hukum terkait independensi partai politik di 

Indonesia 

2. Menganalisis pengaturan hukum yang mengatur independensi partai 

politik dan penerapannya dalam konteks demokrasi partisipatif serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi partai 

politik, termasuk pengaruh konflik kepentingan dan 
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merekomendasikan kebijakan untuk memperkuat independensi partai 

politik guna mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih partisipatif 

di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di 

bidang hukum dan politik, khususnya mengenai independensi partai 

politik dan peranannya serta hubungan antara independensi tersebut 

dengan partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya independensi partai politik dan peran mereka 

dalam sistem demokrasi, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam 

proses politik.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

memberikan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi 

area penelitian.21 Adapun ruang lingkup dalam penulisan penelitian 

 
                    21 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011. 
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mengenai pengaturan independensi partai politik dalam konteks demokrasi 

yang partisipatif di Indonesia yaitu bagaimana melihat pengaturan yang ada 

pada UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, 

Undang-Undang Pemda terkait fungsi, peran dan independensi partai politik 

dalam sistem demokrasi Indonesia serta Undang-undang yang memiliki 

relevansi dengan partai politik dan independensi partai politik. Dalam 

penelitian tersebut, dilakukan analisis terhadap kerangka hukum dan praktik 

independensi partai politik serta dalam kaitannya dengan upaya 

mewujudkan demokrasi yang partisipatif di Indonesia dengan fokus pada 

pengaturan, tantangan dan implikasinya terhadap sistem politik nasional. 

F. Kerangka Teori  

 

1. Teori Demokrasi Konstitusional 

 

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang 

mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan kerangka hukum 

yang diatur oleh konstitusi, di mana konstitusi berfungsi sebagai 

pedoman untuk melindungi hak individu dan membatasi 

penyelewengan kekuasaan. Menurut Miriam Bujiardjo, dalam sistem ini 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan semua keputusan politik harus 

mencerminkan suara rakyat yang terwujud dalam proses yang sah dan 

transparan. Demokrasi konstitusional memastikan bahwa meskipun 

keputusan mayoritas dapat diterapkan, hak-hak minoritas tetap 
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terlindungi sehingga menciptakan keseimbangan antara kekuasaan 

pemerintah dan kebebasan individu.22 

Dengan menekankan pentingnya kerangka hukum yang 

mengatur hubungan antara partai politik dan negara. Dalam sistem 

demokrasi konstitusional, konstitusi berfungsi sebagai pedoman yang 

menjamin hak politik warga negara, termasuk kebebasan berserikat dan 

berkumpul. Pengaturan independensi partai politik dalam perundang-

undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menciptakan landasan hukum 

untuk memastikan bahwa partai politik dapat beroperasi secara mandiri 

tanpa intervensi dari pihak luar termasuk dari pemerintah. Hal ini 

penting untuk menjaga integritas dan kemandirian partai dalam 

menyerap aspirasi masyarakat. 

2. Teori Partai Politik 

 

      Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara 

teratur dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan; 

anggota partai politik tersebut memiliki dasar, prinsip, dan nilai yang 

sama.23 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik 

adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk secara 

sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan 

 
                                22 Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan,” Jurnal Konstitusi              

10, no. 2 (2013): 335-336. 

                              23 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia 2012. 
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kehendak dan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan 

negara, serta untuk memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945. 

         Tujuan dan fungsi partai politik  dijelaskan pada ayat (1) dan ayat 

(2) secara umum mencakup tentang pendidikan politik bagi anggota dan 

masyarakat luas sehingga menciptakan iklim politik yang kondusif bagi 

persatuan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat serta 

penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan 

menetapkan kebijakan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie teori partai 

politik menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam 

sistem demokrasi yaitu menghubungkan rakyat dengan pemerintah, 

menyalurkan aspirasi dan mengatur konflik sosial. Partai politik 

terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses politik sesuai peran dan fungsi partai politik 

dalam sistem demokrasi.24 

3. Teori Independensi Partai Politik 

 

Independensi partai politik adalah kunci untuk menjaga 

demokrasi yang sehat. Partai politik harus mampu berfungsi sebagai 

perwakilan masyarakat tanpa pengaruh eksternal yang dapat merusak 

otonomi mereka. Menurut Ramlan Surbakti partai politik yang 

independen dapat lebih efektif dalam menyerap dan menyalurkan 

 
               24 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. 1992 Jakarta: Gramedia Widiasarana 

Indonesia.  
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aspirasi masyarakat serta berperan dalam pengawasan terhadap 

pemerintah.25 Dalam pilar demokrasi, independensi partai politik 

merujuk pada kemampuan partai untuk beroperasi tanpa tekanan 

eksternal, baik dari pemerintah, elite politik, oligarki atau kelompok 

kepentingan lainnya. Independensi ini penting untuk menjaga 

kepercayaan publik dan integritas proses politik serta untuk 

memastikan bahwa partai politik tetap berfungsi sebagai wakil yang 

sejati dari kepentingan masyarakat.  

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tentang 

"Pengaturan Mengenai Independensi Partai Politik dalam Mewujudkan 

Demokrasi yang Partisipatif di Indonesia" menggunakan metode penelitian 

normatif yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis 

normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman 

mendalam tentang bagaimana pengaturan independensi partai politik 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. 

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti 

untuk menganalisis dalam konteks sosial dan politik yang 

 
25 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi 2008 Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama.  
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mempengaruhi independensi partai politik secara lebih komprehensif. 

Selain itu, analisis dokumen terkait undang-undang dan pengaturan 

mengenai partai politik juga dapat dilakukan untuk memahami kerangka 

hukum yang ada.  

2. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan (Statute Approach). Pendekatan ini memiliki arti sebagai 

pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah 

terhadap semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

pengaturan hukum yang mengatur independensi partai politik dalam 

konteks demokrasi partisipatif di Indonesia. 

3. Bahan Penelitian 

 

a. Bahan Penelitian Hukum 

Bahan penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini, 

meliputi: 

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, 

sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan 

hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 

meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi 

yang memuat ketentuan hukum.26 Bahan hukum primer yaitu 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010,   

hal.35. 
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bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma 

dasar atau kaidah dasar. Adapun bahan hukum primer 

diterapkan dalam penelitian ini antara lain, meliputi : 

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200. 

c) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo. Undang-undang No. 

2 Tahun 2018 tentang pemilihan umum. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109. 

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568. 

e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

130. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5895. 
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2) Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki 

digunakan untuk memperjelas dan memberikan interpretasi 

terhadap bahan hukum primer. Hal ini penting dalam penelitian 

hukum normatif untuk memahami dan menganalisis bahan 

hukum primer.27 Seperti rancangan undang-undang, hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para 

sarjana hukum juga termasuk bahan hukum sekunder.28 

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang 

telah dijelaskan diatas sepanjang memiliki relevansi dengan 

objek penelitian yang dikaji.  

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya 

adalah internet, surat kabar, kamus hukum, ensikplopedia, dan 

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)29 Penelitian ini juga 

menggunakan bahan hukum tersier yang telah dijelaskan diatas, 

sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang 

dikaji.  

b. Bahan penelitian non hukum 

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti 

hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum bila diperlukan. 

 
                           27 Ibid: hal.36. 

                           28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Rajagrafindo Persada 2004, hal 13. 

                          29 Op.cit, Peter Mahmud Marzuki, 2010 hal 35. 
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Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan hasil 

penelitian mengenai ilmu politik, ilmu sosiologi dan disiplin ilmu 

lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan 

yang diteliti.30 Peter Mahmud menyebutkan bahwa dalam penelitian 

hukum, bahan non-hukum dapat digunakan untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan peneliti, terutama jika relevan dengan topik 

penelitian.31 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian. 

 

Adapun tahapan metode penelitian yang digunakan adalah 

metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. 

Kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh 

melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan 

perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang 

berkaitan dengan penelitian.32 Studi kepustakaan merupakan suatu 

teknik awal yang dillakukan dalam mengumpulkan bahan hukum yang 

diperlukan dari beberapa sejumlah literatur dari perpustakaan untuk 

dijadikan bahan pustaka yang berkaitan dengan yang diteliti.  

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

 

 
                          30 Zainuddin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal, 48. 

                          31 Op.cit, Peter Mahmud Marzuki, 2010, hal.36. 

            32 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015, hal. 318. 
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Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan 

sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan 

dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari 

penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum 

dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis 

dalam bentuk asas-asas hukum, konsep hukum serta kaidah hukum.33 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif 

yang akan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan 

menafsirkan regulasi yang ada mengenai independensi partai politik 

serta menilai apakah pengaturan tersebut efektif dalam mendukung 

demokrasi partisipatif di Indonesia. Hasil penelitian berdasarkan pada 

pengertian hukum, norma hukum, teori hukum dan doktrin hukum yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hal ini guna 

menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang 

logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.  

6. Teknik penarikan kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan 

hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah 

selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Pada 

penulisan ini digunakan penarikan kesimpulan induktif yaitu dengan 

 
            33 Op.cit, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hal 25. 



19 
 

 
 

mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) 

kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum)34 

 

 

 
                  34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, 

hal 129. 
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